
 

 

 

 

 

 

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR  33 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 24          

TAHUN 2014 TENTANG STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL 

PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan  ketentuan Pasal 4 ayat 

(5) Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah telah ditetapkan 

Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2014 Tentang 

Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah; 

b.  bahwa dari  Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja atas 

Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam 

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual tahun 2014 dan 2015 (s/d Triwulan III) pada 

Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 

107/LHP/XVIII.SBY/11/2015 tanggal 3 Nopember 2015 

menyatakan bahwa regulasi yang tersedia belum dapat 

menjadi acuan yang memadai bagi pelaksana 

pengelolaan keuangan dalam implementasi Standar 

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual; 

c.  bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas sistem 

pengendalian intern pada Pemerintah Kabupaten Gresik 

Nomor 53.B/LHP/XVIII.SBY/05/ 2017 tanggal 26 Mei 

2017 menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik 

belum menetapkan prosedur mengenai mekanisme 

pengeluaran non anggaran; 



 

 

 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Standar 

Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



 

 

 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2013      Nomor 8); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12  Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2016 Nomor 18); 

14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2014 Tentang 

Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014          

Nomor 738); 



 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 24 TAHUN 2014 

TENTANG STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL 

PEMERINTAH DAERAH. 

Pasal I  

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati  Gresik Nomor 

24 Tahun 2014 Tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual 

Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 

2014 Nomor 738) diubah dan dibaca sebagaimana dalam 

Lampiran yang merupakan  bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik   

   

Ditetapkan di  Gresik 

pada tanggal   28 Desember 2017 
  

BUPATI GRESIK, 

 

Ttd. 

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si               

Diundangkan di Gresik  

pada tanggal 28 Desember 2017 
 

  SEKRETARIS DAERAH  

  KABUPATEN GRESIK, 

Ttd. 

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19580924 198003 1 006 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR  33 


